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BAB 2 

 TINJAUAN PUSTAKA  
 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

 Beberapa penelitian terdahulu sebagai dasar pada penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Putu Dharma Warsika (2009), dengan judul 

“Studi Kelayakan Investasi Bisnis Properti Ciater Riung Rangga”. Penelitian 

ini bertujuan menganalisis kelayakan Proyek Ciater Riung Rangga yang 

mempertaruhkan modal besar dalam jangka panjang. Dengan menggunakan 

analisa cash in flow, cash out flow, projected cash flow, analisa NPV, analisa 

IRR, analisa profitability index, analisa modified IRR, dan analisa COC, 

maka didapatkan total cash in flow adalah Rp 190.772.079.000 dan cash out 

flow pada proyek Ciater Riung Rangga adalah Rp 121.493.750.000. 

Projected Net Profit menunjukkan Rp 35.202.956.100. NPV yang diperoleh 

adalah Rp 14.848.189.000 yang menunjukkan bahwa proyek ini layak untuk 

dijalankan. Hasil IRR yang diperoleh adalah 69,38% > 20%, maka hal ini 

menunjukkan proyek ini layak untuk dijalankan. Profitability index / rasio 

menunjukkan > 1 dengan anggapan investasi awal adalah 0. Hasil MIRR 

adalah 33,42% dan COC adalah 25,76%, berarti dapat diinvestasikan 

kembali. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Yulia Widhianti (2011), dengan judul 

“Analisis Kelayakan Ekonomi Perencanaan Perbaikan Perumahan Kumuh 

Menjadi Perumahan Sehat”. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun rencana 

perbaikan perumahan perumahan kumuh menjadi perumahan sehat yang 

terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya para 

penghuni. Penelitian dilakukan di Kelurahan Mekar Rahayu, Kecamatan 

Marga Asih, Kabupaten Bandung. Perbaikan perumahan menghasilkan 

rancangan bangunan rumah tipe 36 sebanyak 522 unit untuk 522 KK, dengan 

luas 60 m2 setiap unitnya. Angsuran yang terjangkau berdasarkan 

penghasilan terkecil Rp 625.000 sebesar Rp 208.333 per bulan dengan suku 
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bunga 0% selama 20 tahun, berdasarkan penghasilan rata-rata Rp 1.322.500 

sebesar Rp 440.333 per bulan dengan suku bunga 9% selama 20 tahun. 

Dengan discounted faktor sebesar 9%, NPV yang diperoleh bernilai positif 

(NPV > 0) sebesar Rp 48.589.289, nilai BCR yang diperoleh > 1 sebesar 

1,28. Nilai Pay Back Period yang diperoleh sebesar 1 tahun, lebih kecil dari 

masa investasi (k < 15 tahun). Serta nilai IRR yang diperoleh sebesar 20% 

yang lebih besar dari suku bunga yang berlaku dipasaran yaitu 10%. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh I Gede Ngurah Sunatha (2012), dengan judul 

“Analisis Investasi Rumah Type 70 (Mutiara) Pada Perumahan di Pecatu, 

Badung, Bali”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan 

investasi finansial pembangunan perumahan tipe 70 yang berada pada 

kawasan Pecatu Bukit Unggasan-Bali, yang diperuntukkan bagi masyarakat 

yang memiliki pendapatan ekonomi menengah keatas, kususnya bagi para 

investor. Data yang diperlukan diperoleh melalui kajian kepustakaan dan 

penelitian lapangan yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Analisis 

dan penentuan tingkat kelayakan finansial dilakukan dengan menggunakan 

kriteria Hasil penelitian Net Present Value (NPV), Annual Equivalent (AE), 

Benefit Coast Ratio (BCR), Pay Back Period (PBP), Internal Rate of Retrun 

(IRR) dan Break Event Point (BEP). menunjukkan bahwa NPV yang 

diperoleh bernilai positif (NPV > 0), nilai BCR yang diperoleh > 1. Nilai AE 

yang diperoleh lebih besar dari nol (AE > 0). Nilai Pay Back Period yang 

diperoleh lebih kecil dari masa investasi (k < 17 tahun). Serta nilai IRR yang 

diperoleh sebesar 13.86% yang lebih besar dari suku bunga yang berlaku 

dipasaran yaitu 10%. Maka dapat disimpulkan investasi pembangunan 

perumahan tipe 70 ini layak untuk direalisasikan. Berdasarkan parameter-

parameter aspek finansial yang diperoleh, proyek ini mampu memasuki 

persaingan pasar yang dinamis, dengan perubahan nilai suku bunga hingga 

batas tertentu, proyek ini dapat bertahan dengan mengkaji harga jual 

perumahan per unit yang telah ditentukan. 

4. Kajian yang dilakukan oleh Febri Rahman, Hamdi Nur dan Harne Julianti 

Tou (2015), dengan judul “Identifikasi dan Penanganan Kawasan 

Permukiman Kumuh Melalui Upaya Peremajaan (Studi Kasus Kelurahan 

Pasar Baru dan Kelurahan Balai-Balai  Kota Padang Panjang)”. Tujuan dari 

penelitian ini adalah mengetahui bentuk penanganan kawasan permukiman 
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kumuh melalui upaya peremajaan. Penelitian ini menggunakan pedoman 

identifikasi permukiman kumuh yang meliputi kriteria vitalitas non ekonomi, 

kriteria vitalitas ekonomi, kriteria status tanah, kriteria kondisi prasarana 

serta komitmen pemerintah (daerah). Metode yang digunakan untuk menilai 

kriteria permukiman kumuh adalah dengan system pembobotan. Hasil 

penilaian menunjukan bahwa di Kelurahan Pasar Baru memiliki kategori 

tingkat kekumuhan sedang, dan di Kelurahan Balai-Balai memiliki kategori 

tingkat kekumuhan ringan. Berdasarkan kategori tingkat kekumuhan 

tersebut, Penanganan melalui upaya peremajaan yang sesuai dimasing-

masing Kelurahan yaitu pada Kelurahan Pasar Baru melalui skema 

penanganan kawasan kumuh yaitu Pembangunan Rumah Susun Sewa oleh 

Pemerintah dengan syarat sipemilik bangunan/lahan bersedia menjual 

lahannya dengan harga murah dan sipemilik bangunan/lahan diberi 

keuntungan dengan mendapatkan beberapa unit rumah dari pembangunan 

rusunawa sedangkan di Kelurahan Balai-Balai melalui Program Perbaikan 

Kampung. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Muhajir Syam (2017), dengan judul 

“Identifikasi Kawasan Kumuh dan Strategi Penanganan pada Permukiman 

Kumuh di Kelurahan Rangas Kecamatan Banggae Kabupaten Majene”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kekumuhan permukiman di 

Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae. Kelurahan Rangas, Kecamatan 

Banggae, merupakan salah satu titik kawasan permukiman kumuh yang 

berada di Kabupaten Majene. Faktor-faktor atau permasalahan Permukiman 

Kumuh di Kelurahan rangas adalah permasalahan sarana dan prasarana 

Lingkungan seperti hunian yang kondisi rumah tidak sehat baik pencahayaan, 

udara dan toilet serta bersifat temporer, dimana tidak diperbaiki dengan baik, 

hal ini sangat rentan terhadap kebakaran dan permasalahan kurangnya 

ketersediaan prasarana lingkungan.. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui tingkat kekumuhan dan strategi penanganan. Untuk mengetahui 

tingkat kekumuhan, digunakan analisis pembobotan yaitu Draft Pedoman 

Teknis Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman 

Kumuh dari Kementrian Pekerjaan Umum. Sedangkan untuk menentukan 

strategi penanganan digunakan analisis SWOT. Sehingga hasil dari penelitian 

ini, tingkat kekumuhan termasuk kategori kumuh sedang, dan strategi 
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penanganan yaitu dengan melakukan peremajaan. Program penataan berupa 

program fisik dan non fisik 

6. Penelitian yang dilakukan oleh Annisa Ariyanti (2017), dengan judul 

“Revitalisasi Permukiman Kumuh di Desa Purwogondo Sebagai Kampung 

Wisata Minat Khusus Home Industry Tahu”. Penelitian ini bertujuan untuk 

merevitalisasi permukiman kumuh di Desa Purwogondo sebagai kampung 

wisata minat khusus home industy tahun yang layak dan berkelanjutan. 

Proses penangan kumuh yang dipilih yaitu dilakukan dengan perbaikan atau 

pemugaran. Perumahan dan permukiman kumuh yang lokasinya sesuai 

dengan rencana tata ruang, dengan tingkat kepadatan penduduk dan 

bangunan yang tidak sangat tinggi, sehingga masih dimungkinkan 

penambahan, perluasan, serta perbaikan bangunan, prasarana dan sarana 

lingkungan maupun utilitas umum. Pengembangan massa bangunan 

mempertimbangkan kontekstual sekitar berdasarkan fungsi kegiatan 

menggunakan konsep dan material lokal. Pengembangan utama tahap 

pertama yaitu berfokus pada penataan kawasan home industry tahu dengan 

cara penataan sirkulasi dan utilitas kawasan pengolahan limbah cair dan 

padat menggunakan IPAL Komunal. Tahap kedua yaitu penataan kawasan 

kampung wisata minat khusus home industry tahu yang telah dibagi menjadi 

beberapa cluster yaitu wisata kuliner, herbal, budaya, agro, kerajinan dan 

industri. 

7. Kajian yang dilakukan oleh Wulfram I. Ervianto dan Sushardjanti Felasari 

(2019), dengan judul “Pengelolaan Permukiman Kumuh Berkelanjutan di 

Perkotaan”. Tujuan kajian adalah merumuskan pengelolaan permukiman 

didasarkan pada pemanfaatan tata ruang dan disain bangunan yang 

mengakomodasi aspek lingkungan. Pendekatan yang digunakan didasarkan 

pada prinsip pembangunan berkelanjutan, dan dokumen kajian oleh 

Direktorat Cipta Karya. Beberapa prinsip yang diusulkan adalah 

mengakomoadasi tentang tata guna lahan, mobilitas penduduk, pemanfaatan 

energi terbarukan, meningkatkan ekonomi perkotaan, pembangunan sosial, 

dan aksesibilitas.   

8. Penelitian yang dilakukan oleh Agus Lukito (2015), dengan judul “Analisa 

Perencanaan Investasi Pembangunan Perumahan di Kabupaten Pati”. 

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan perencanaan site plan dan 
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menganalisa kelayakan finansial investasi pembangunan perumahan di 

Kabupaten Pati. Dalam merencanakan investasi pembangunan perumahan 

perlu dibuat perencanaan konsep-konsep pembangunan perumahan dan 

dianalisa total biaya dalam pembangunan perumahan. Analisa aspek finansial 

dilakukan dengan menghitung Net Present Value (NPV), Payback Period 

(PP) dan Internal Rate of return (IRR). Proyek perumahan ini dibangun diatas 

lahan seluas 5,64 ha dengan persentase pembagian lahan 60% peruntukkan 

bangunan dan 40% untuk prasarana lingkungan perumahan. Dari hasil 

perencanaan didapat jumlah tipe 36/72 sebanyak 196 unit dan tipe 45/98 

sebanyak 179 unit dengan total keseluruhan sebanyak 375 unit rumah. Dari 

analisa kelayakan finansial biaya investasi yang dibutuhkan sebesar 

Rp103.981.805.112,- dengan menghasilkan nilai NPV sebesar 

Rp39.289.903.166,-, payback period didapat pada tahun ke-2 dan nilai IRR = 

59,66% > MARR = 12%. Dengan begitu investasi perumahan ini dinilai 

layak untuk dilakukan. 

9. Penelitian yang dilakukan oleh Anindita Wilandari (2017), dengan judul 

“Arahan Peningkatan Kualitas Lingkungan Kawasan Permukiman Kumuh 

Berat di Kelurahan Ciketingudik dan Sumurbatu Kota Bekasi”. Penelitian ini 

bertujuan untuk melakukan perencanaan site plan dan menentukan arahan 

peningkatan kualitas lingkungan kawasan permukiman kumuh berat di 

Kelurahan Ciketingudik dan Kelurahan Sumurbatu. Penelitian ini terdiri dari 

tiga sasaran, yaitu (1) Analisis variabel penyebab kekumuhan menggunakan 

metode Delphi, (2) Analisis prioritas penyebab kumuh untuk peningkatan 

kualitas lingkungan menggunakan metode AHP (Analytical Hierarchy 

Process), dan (3) Penentuan arahan peningkatan kualitas lingkungan 

menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil yang didapatkan dalam 

penelitian ini berupa variabel penyebab kumuh beserta prioritas peningkatan 

kualitasnya dan arahan peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh 

berat. Variabel penyebab kumuh beserta prioritasnya adalah infrastruktur 

perumukiman (jaringan air bersoh, persampahan, saluran air hujan/drainase, 

jaringan jalan), peran pemerintah, standard pemanfaatan ruang sekitar TPA 

(jarak terhadap permukiman, bau, jarak terhadap badan air), ekonomi (tingkat 

pendapatan, jenis pekerjaan), kependukan (status kependudukan, kesadaran 

masyarakat, tingkat pendidikan), dan bahaya. Prioritas tertinggi ada pada 
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jaringan air bersih, sehingga arahannya adalah penutupan sumur bor yang 

tercemar, revitalisasi sumur artesis, dan pengadaan HIPPAM di wilayah 

tercemar air lindih. Sementara itu, arahan lainnya adalah (a) penyediaan 

fasilitas dan sistem persampahan, penerangan jalan umum, green barrier,  

sumur uji, dan IPAL terpadu (b) perbaikan perkerasan jalan, (c) 

pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan (d) peningkatan peran pemerintah 

dalam menyediakan hunian layak huni bagi warga. 

10. Penelitian yang dilakukan oleh Esther Duah, , J. T. Bugri (2016), dengan 

judul “Feasibility of Slum Redevelopment in Ghana: The Regenerative 

Approach”. Peneitian ini bertujuan membahas pendekatan yang telah 

digunakan dalam menangani masalah permukiman kumuh di negara yang 

telah mundur sejauh terhadap prospek pembangunan kembali permukiman 

kumuh secara regeneratif. Data empiris terperinci tentang kota Anloga-

Sobolo di Kumasi Metropolis digunakan untuk memeriksa kelayakan 

pembangunan kembali permukiman kumuh regeneratif di Ghana 

sebagaimana dikemukakan secara luas dalam literatur. Kota ini ditandai 

dengan pengembangan kota yang semula direncanakan secara acak karena 

sebagian besar urbanisasi yang cepat dan kelemahan dalam kebijakan 

pertanahan dan sistem perencanaan. Data sekunder subjek dikumpulkan 

terutama antara 2009 dan 2010 untuk sampel studi kasus dengan ukuran 

sampel 180 pemangku kepentingan individu dan tiga (3) pemangku 

kepentingan kelembagaan. Ini adalah kesimpulan dari makalah ini bahwa 

walaupun pembangunan kembali daerah kumuh layak dilakukan di Ghana, 

pendekatan pembangunan kembali secara regeneratif lebih mungkin untuk 

mencapai lingkungan yang “bersahabat dengan kumuh” sebagai lawan dari 

pendekatan pembersihan daerah kumuh berdasarkan gagasan tentang 

lingkungan yang “bebas daerah kumuh”. Oleh karena itu direkomendasikan 

bahwa kemauan politik untuk melakukan sumber daya ke program prioritas 

daerah kumuh pembangunan kembali dalam jangka panjang oleh 

pemerintah diperlukan untuk membuat kemajuan dalam pembangunan 

kembali daerah kumuh di Ghana dan dunia berkembang secara keseluruhan.  
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2.2. Dasar Teori 

2.2.1. Pengertian Perumahan, Permukiman, Sarana dan Prasarana 

  Berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan 

Permukiman terdapat pengertian-pengertian sebagai berikut: 

a.  Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang 

layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat 

penghuninya, serta aset bagi pemiliknya 

b.  Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik 

perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan 

utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. 

c. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas 

fungsi sebagai tempat hunian. 

c. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih 

dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas 

umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan 

perkotaan atau kawasan perdesaan 

d. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan 

lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi 

sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat 

kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. 

e. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk 

mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, 

dan ekonomi. 

f.  Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi 

standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, 

dan nyaman 

 Perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan untuk:  

a.  Memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan 

kawasan permukiman 

b. Mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran 

penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan 

kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan 

keseimbangan kepentingan, terutama bagi MBR 
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c.  Meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi 

pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi 

lingkungan, baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan 

d.  Memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan 

perumahan dan kawasan permukiman 

e.  Menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya; dan 

f.  Menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam 

lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan 

berkelanjutan. 

 Seperti kebanyakan wajah permukiman di Indonesia banyak dijumpai 

permukiman penduduk yang sering disebut kampung. Pengertian kampung 

identik dengan suatu wilayah yang terdapat di pedesaan dan berada pada kondisi 

yang terpenuhi kebutuhan masyarakatnya dengan sarana dan prasarana yang 

layak. Kampung merupakan lingkungan suatu masyarakat yang sudah mapan, 

yang terdiri dari golongan berpenghasilan rendah dan menengah dan pada 

umumnya tidak memiliki prasarana, utilitas dan fasilitas sosial yang cukup baik 

jumlah maupun kualitasnya dan dibangun di atas tanah yang telah dimiliki, 

disewa atau dipinjam pemiliknya (Khomarudinm, 1997). Pengertian kampung 

dapat didefinisikan sebagai: 

a. Kampung merupakan kawasan hunian masyarakat berpendapatan rendah 

dengan kondisi fisik kurang baik 

b. Kampung merupakan kawasan permukiman kumuh dengan ketersediaan 

sarana umum buruk atau tidak sama sekali. Kerap kawasan ini disebut slum 

atau squatter 

c. Kampung merupakan lingkungan tradisional khas Indonesia, ditandai ciri 

kehidupan yang terjalin dalam ikatan kekeluargaan yang erat 

d. Kampung kotor yang merupakan bentuk permukiman yang unik, tidak dapat 

disamakan dengan slum atau squatter atau juga disamakan dengan 

permukiman penduduk berpenghasilan rendah 

 Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan, bahwa kampung kota 

adalah suatu bentuk permukiman di wilayah perkotaan yang khas Indonesia 

dengan ciri: 

a. Penduduk  masih  membawa  sifat  dan  perilaku  kehidupan  pedesaan  yang  

terjalin dalam ikatan kekeluargaan yang erat. 
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b. Kondisi fisik bangunan dan lingkungan kurang baik dan tidak beraturan.  

c. Kerapatan bangunan dan penduduk tinggi. 

d. Sarana pelayanan dasar serba kurang, seperti air bersih, saliran air limbah 

dan air hujan, pembuangan sampah dan lainnya. 

 

2.2.2. Faktor Penyebab Pertumbuhan Kawasan Permukiman 

 Dalam perkembangannya perumahan permukiman di pusat kota ini dapat 

disebabkan oleh beberapa factor, yaitu: 

1. Growth of density (Pertambahan jumlah penduduk) 

 Dengan adanya pertambahan jumlah penduduk yaitu dari kelahiran dan 

adanya pertambahan jumlah keluarga, maka akan membawa masalah baru. 

Secara manusiawi mereka ingin menempati rumah milik mereka sendiri. 

Dengan demikian semakin bertambahlah jumlah hunian yang ada di kawasan 

permukiman tersebut yang menyebabkan pertumbuhan perumahan 

permukiman. 

2.  Urbanization (Urbanisasi) 

 Dengan adanya daya tarik pusat kota maka akan menyebabkan arus migrasi 

desa ke kota maupun dari luar kota ke pusat kota. Kaum urbanis yang bekerja 

di pusat kota ataupun masyarakat yang membuka usaha di pusat kota, tentu 

saja memilih untuk tinggal di permukiman di sekitar kaeasan pusat kota 

(down town).  Hal ini juga akan menyebabkan   pertumbuhan   perumahan   

permukiman   di   kawasan   pusat kota. Menurut Danisworo, harus diakui 

pula bahwa tumbuhnya permukiman-permukiman spontan dan permukiman 

kumuh adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses urbanisasi 

(Khomarudin, 1997: 83-112) 

 

2.2.3. Pengertian Kawasan Kumuh 

 Kumuh merupakan lingkungan permukiman yang telah mengalami 

penurunan kualitas secara fisik, ekonomi, dan budaya, dan lokasinya sesuai 

dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. Permukiman kumuh 

mengacu pada aspek lingkungan hunian atau komunitas. Menurut Squatter, 

merupakan permukiman liar yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang 

wilayah kabupaten/kota, dan menghuni suatu lahan yang bukan 
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miliknya/haknya atau tanpa izin dari pemiliknya. Permukiman ini mengacu pada 

legalitas. (Dinas PU Cipta Karya dan Tata Kota, 2012) 

 Terdapat beberapa pengertian terkait permukiman kumuh, yaitu :  

1. Petunjuk Umum Pelaksanaan Peremajaan Lingkungan Permukiman Kumuh 

di Perkotaan Dan Perdesaan 

a. Kawasan Kumuh Diatas Tanah Legal. 

Kawasan kumuh legal adalah permukiman kumuh yang berlokasi diatas 

lahan yang dalam RUTR memang diperuntukkan sebagai zona 

perumahan. 

b. Kawasan Kumuh Diatas Tanah Tidak Legal. 

Tanah tidak legal ini adalah kawasan permukiman kumuh yang dalam 

RUTR berada pada peruntukan yang bukan perumahan. Disamping itu 

penghuniannya dilakukan secara tidak sah pada bidang tanah; baik milik 

negara, milik perorangan atau Badan Hukum. 

2. Permukiman kumuh merupakan tempat anggota masyarakat kota yang 

mayoritas berpenghasilan rendah dengan membentuk permukiman tempat 

tingal dalam kondisi minim. 

3. Lingkungan kumuh merupakan kampung gembel dengan ciri bangunan liar 

ditanah tanah yang tidak sah. 

4. Perkampungan kumuh adalah bagian dari kota yang jorok, bangunan-

bangunan yang tidak memenuhi syarat dan kesehatan serta didiami oleh 

orang miskin dengan fase tempat pembuangan sampah, maupun fase air 

bersih tidak memenuhi syarat kesehatan. 

5. Kampung kumuh sbg bentuk hunian yang tidak terstruktur, tidak berpola 

(misalnya letak rumah dan jalan-jalan nya tidak beraturan), tidak tersedianya 

fase umum, prasarana dan sarana permukiman dengan baik (misalnya tidak 

ada got, sarana air bersih, MCK) bentuk fisik yang tidak layak misalnya 

secara reguler setiap tahun kebanjiran dan sebagainya. 

6. UU No 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Permukiman 

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena 

ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan 

kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. 

7. PP No. 14 Tahun 2016 Pasal 108 tentang Kriteria Perumahan Kumuh dan 

Permukiman Kumuh. 
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     Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung, jalan lingkungan, 

penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengolahan air limbah, 

pengelolaan persampahan dan proteksi kebakaran. 

Dari pengertian-pengetian tersebut maka pengertian kawasan kumuh adalah: 

1) Suatu daerah yang tidak layak huni 

2) Tidak memenuhi syarat kesehatan lingkungan 

3) Permukiman tanpa sanitasi 

4) Bangunan relatif kecil 

5) Letak bangunan berdempet-dempetan 

6) Fasilitas permukiman sangat kurang 

7) Kualitas bangunan rendah 

8) Bangunan bersifat kontemporer 

 Lebih spesifik lagi ditinjau dari beberapa aspek/segi dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

a. Aspek Fisik 

Pada umumnya ukuran persil dan tanah sempit serta dibawah standar dalam 

arti ratio luas ruang tempat tinggal per satu jiwa sangat rendah, pola 

penggunaan lahan tidak teratur, letak dan bentuk bangunan tidak teratur 

prasarana fisik lingkungan seperti air minum, drainase, air limbah dan 

sampah dibawah standar atau sama sekali tidak ada. Kesehatan lingkungan 

sangat rendah kurang sempurnya pembuangan air limbah rumah tangga dan 

sampah sehingga sering terkena wabah penyakit. Jaringan jalan tidak 

beraturan, kondisi bangunan pada umumnya terbuat dari material temporer 

atau semi permanen dan umumnya dalam keadaan kurang memenuhi syarat. 

b. Aspek Sosial 

Lingkungan yang dihuni oleh sejumlah penduduk yang padat dalam area 

yang terbatas. Mayoritas pendapatan penduduk rendah, tingkat pendidikan 

masyarakat rata-rata rendah, hubungan antara individu kegotongroyongan 

lebih menonjol dibanding masyarakat pada bagian kota lainnya. 

c. Aspek Hankam 

Sebagaian besar kawasan kumuh umumnya terbentuk tanpa melalui prosedur 

perundang-undangan yang ada. hal ini disebabkan karena langka dan 

mahalnya lahan diperkotaan 
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d. Aspek Ekonomi 

Umumnya terdiri dari masyarakat dengan pola mata pencaharian yang 

heterogen, tingkat produktivitas dan kesehatan lingkungan rata-rata rendah, 

sektor perekonomian bersifat informal seperti penarik becak, buruh, 

pedagang kaki lima, dan tingkat penadapatan yag hanya cukup untuk 

memnuhi kebutuhan sehari-hari.  

 Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi lingkungan 

pemukiman yaitu : 

a. Faktor Tingkat Pendapatan 

Pada keluarga dengan tingkat pendapatan rendah, peningkatan pendapatan 

tidak digunakan untuk menambah pengeluaran bagi rumah akan tetapi 

dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan pangan  karena yang utama 

adalah tercukupinya kebutuhan pangan.  

Setelah kebutuhan pangan dan sandang terpenuhi, baru dialokasikan untuk 

peningkatan kondisi fisik rumah. Sehingga akan berbanding lurus antara 

peningkatan pendapatan dengan peningkatan kondisi fisik rumah . 

b. Faktor Status Pemilikan Tanah 

Tanah merupakan salah satu faktor penting bagi perumahan. Dalam hal ini 

status pemilikan tanah secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua yaitu 

tanah dengan status hak milik dan tanah dengan status bukan hak milik. 

Status pemilikan tanah ini akan turut mempengaruhi kondisi rumah yang 

dibangun diatasnya. Di atas tanah hak milik, orang tidak akan ragu-ragu lagi 

untuk membangun rumah yang permanen sesuai dengan keinginan dan 

kemampuannya. Sedangkan diatas tanah bukan hak milik, orang masih 

harusmempertimbangkan besarnya uang sewa yang harus dikeluarkan 

disamping biaya untuk pembangunan atau perbaikannya.  

c. Faktor Tingkat Pendidikan 

Dengan pendidikan yang tinggi akan timbul suatu kesadaran akan rumah dan 

lingkungan perumahan yang sehat.  

d. Faktor Status Sosial 

Tingkat social penduduk sangat mempengaruhi kelayakan rumah dan kondisi 

lingkungan pemukimannya. Dengan status social yang baik, pada umumnya 

kesadaran akan peningkatan kondisi rumah dan lingkungannya akan semakin 

baik pula. 
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e. Faktor Jumlah Anggota Keluarga 

Jumlah anggota keluarga juga merupakan salah satu faktor yang berpengaruh 

terhadap kondisi rumah. Pengaruh jumlah anggota keluarga terhadap kondisi 

rumah ini dapat berupa pengaruh positif maupun negatif. Jumlah anggota 

keluarga yang banyak merupakan potensi keluarga untuk membangun, 

memperbaiki dan memelihara rumah sehingga kondisinya tetap terjaga 

dengan baik. Hal tersebut merupakan pengaruh yang positif, sebaliknya jika 

jumlah anggota keluarga yang banyak tersebut  tidak dimanfaatkan maka 

merupakan pengaruh yang negatif terhadap kondisi rumah. Keadaan ini 

justru akan memperburuk kondisi rumah.      

f. Faktor Persepsi Terhadap Lingkungan Perumahan 

Persepsi masyarakat terhadap lingkungan perumahan akan turut 

mempengaruhi kondisi rumah. Seseorang yang tinggal pada lingkungan 

perumahan kumuh dan merasa bahwa lingkungan tersebut cukup baik dan 

nyaman akan sulit untuk meningkatkan kualitas lingkungan rumahnya 

sendiri. Sebaliknya, orang yang tinggal di daerah kumuh dan merasa adanya  

ketidaknyamanan akan berusaha untuk memperbaiki rumah dan 

lingkungannya agar lebih baik dan nyaman. Jadi kondisi perumahan suatu 

masyarakat akan dipengaruhi oleh sikap perilaku dan kepekaan masyarakat 

itu sendiri. 

g. Faktor Kekhasan Masyarakat  

Kekhasan masyarakat sangat mempengaruhi suatu pemukiman. Penduduk 

pedesaan dengan matapencaharian petani akan membagun rumahnya dengan 

menyediakan kandang ternaknya. Demikian pula penduduk yang 

bermatapencaharian sebagai nelayan, tempat tinggalnya akan berdekatan 

dengan pantai, tempat pengeringan ikan dsbnya. Atau kekhasan tersebut 

dipengaruhi oleh budaya penduduknya. Misalnya Suku Madura, akan 

membentuk lingkungan pemukiman dengan system kekerabatan. (Dinas PU 

Cipta Karya dan Tata Kota, 2012) 

 

2.2.4. Perubahan Lingkungan Permukiman Ke Arah Kekumuhan 

1.  Fenomena Kekumuhan Lingkungan Permukiman 

 Seiring dengan berjalannya waktu pertumbuhan penduduk di Kabupaten 

Banyuwangi dari waktu ke waktu selalu mengalami peningkatan. Hal tersebut 
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tentunya menambah beban wilayah yang digunakan sebagai ruang berdomisili 

penduduk. Kondisi ini diperparah lagi dengan konsep perkembangan distribusi 

penduduk secara alami yang dilakukan oleh penduduknya sendiri dalam proses 

memilih tempat bermukim kurang terarah dengan baik yang artinya ada 

kecenderungan motifasi yang seragam dari penduduk dalam memilih tempat 

bermukim, motifasi kestrategisan lokasi untuk memudahkan dalam 

pemenuhan kebutuhan sehari-hari maupun motivasi-motivasi lainnya yang 

pada akhirnya fenomena ini mengakibatkan terjadinya distribusi penduduk 

yang tidak merata.  

 Pertumbuhan berarti pula berubah baik bentuk dan ukurannya. Tidak 

dimungkinkan pertumbuhan ukuran dengan tidak menyebabkan perubahan 

bentuk fisiknya (Doxiadis, Constantinos A., 1981:26). 

 Dengan bertambahnya jumlah penghuni rumah dan dengan 

bertambahnya penghasilan mereka membuat ruang-ruang baru. Perubahan 

hunian ini akan merubah wajah suatu hunian. Hal ini akan berpengaruh pada 

penyediaan fasilitas sarana prasarana lingkungan yang harus bertambah juga 

jika jumlah permukiman bertambah. 

 Selain itu, faktor kemiskinan juga sangat berpengaruh pada kualitas 

lingkungan fisik permukiman. Karena dana yang terbatas dan hanya cukup 

untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, maka masyarakat kurang 

mampu tidak dapat memperbaiki maupun memelihara bangunan rumah hunian 

mereka.akan berakibat pada kekumuhan lingkungan permukiman. 

 Menurut Constantinos A. Doxiadis dalam bukunya An Introduction To 

The Science Of Humman Settlements (1969:25) menyebutkan bahwa 

mempelajari tentang kawasan Perumahan Permukiman tidak hanya 

mempelajari area terbangun dan area terbuka saja tetapi juga fungsi dari 

kawasan tersebut. Oleh karenanya dalam mempelajari tentang perumahan 

permukiman atau fungsinya, kita juga harus mengetahui  hubungan  kawasan  

tersebut  dengan  lingkungan  sekitar  di  luar  kawasan tersebut dan 

mengetahui jalur transportasi yang menghubungkan  kawasan tersebut dengan 

kawasan lainnya. Karena aktifitas disekitar kawasan permukiman juga sangat 

mmempengaruhi fungsi dari permukiman. 
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2.  Bentuk Perubahan Lingkungan Permukiman Kearah Kekumuhan 

 Ada dua pendekatan dalam menangani lingkungan kumuh ini menurut 

Drs. Komarudin, MA (1997: 85) yaitu: 

1. Penggunaan/pemindahan teknologi (technological transfer) dan 

2. Penangannan sendiri (self reliant technology) 

 Dalam kaitannya dengan dua hal tersebut diatas ada tujuh belas hal 

sulitnya menangani masalah lingkungan permukiman ini: 

1. High  rise  building  (bangunan  tinggi)  yang  akan  ditangani  oleh  

penghuni  yang tergusur, memerlukan biaya yang besar karena biaya yang 

digunakan bukan hanya untuk membangun kamar tidur saja. 

2. Peremajaan lingkungan kumuh, yang merupakan proyek yang besar (large 

project). Jadi  harga  dipertimbangkan  dengan  matang  dan  harus  

dipikirkan  masak-masak karena menyangkut banyak orang yang akan 

digusur atau dimukimkan kembali, 

3. Adanya dualism antara peremajaan lingkungan dengan penataan 

lingkungan. Penghuni rumah kumuh biasanya masih lebih senang tinggal di 

rumah kumuhnya daripada di rumah sewa bertingkat (rusunawa). 

4. Banyak  peremajaan  lingkungan  kumuh  yang  tidak  melalui  survey  

sosial  (social survey) tentang karakteristik penduduk yang akan tergusur. 

5. Banyak peremajaan lingkungan kumuh yang kurang memperhatikan 

kelengkapan lingkungan seperti taman, tempat terbuka, tempat rekreasi, 

sampah, pemadam kebakaran dan tempat bermain anak. Karena hal tersebut 

memerlukan biaya besar. 

6. Tenaga yang bergerak di dalam program peremajaan lingkungan kumuh 

tidak profesional. 

7. Penggusuran (squater clearance) sering diartikan jelek, padahal pemerintah 

berusaha meremajakan lingkungan dan memukimkan penduduk ke 

lingkungan yang lebih baik. 

8. Keterbatasan lahan (land shortage). Dalam melaksanakan peremajaan 

lingkungan kumuh harus memilih lokasi yang tepat dan disesuaikan dengan 

tujuannya dan konsumen yang akan menempati. 

9. Belum kuatnya dana pembangunan perumahan (no housing finance). 

10. Perlu lingkungan hidup yang baik (the nice environment). 

11. Perlu diciptakan kebersamaan antar warga. 
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12. Belum berkembangnya prinsip relationship. Dalam melakukan peremajaan 

lingkungan kumuh, harus dilakukan pendekatan yang manusiawi tanpa 

kekerasan. 

13. Sulitnya  menegakkan  hukum  (upholding  the  law)  Akan  diperlukan  

waktu  yang lama untuk mengubah konsep hidup masyarakat kumuh untuk 

dibawa ke lingkungan permukiman yang teratur. 

14. Perlu adanya informasi kepemilikan, di lingkungan kumuh masyarakat 

merasa memiliki rumah tapi di lingkungan yang baru mereka harus 

menyewa, jadi perlu diadakan penyuluhan yang terus menerus. 

15. Mawas diri (knowing our limit) Jika dana terbatas hendaklah jangan 

mengadakan peremajaan secara besar-besaran. Mungkin bisa diadakan 

pendekatan dengan dua tahap yaitu penataan lingkungan dan peremajaan 

pada bagian yang sangat kumuh. 

16. Perlu koordinasi terpadu, dimana semua instansi terkait harus 

mensukseskan program peremajaan lingkungan kumuh ini. 

17. Pengelola program peremajaan lingkungan kumuh ini harus berpandangan 

obyektif dan luas serta harus melihat kepentingan pemerintah dan 

masyarakat yang bersangkutan. 

 

2.2.5. Strategi Penanganan Permukiman Kumuh 

 Bentuk-bentuk penanganan permukiman kumuh yang telah dilaksanakan 

ada beberapa bentuk antara lain : 

1.   Pengertian Perbaikan Permukiman 

Kondisi perumahan kampung digolongkan sebagai perumahan marginal, 

tidak memenuhi standar yang berlaku. Namun penghuninya, 

sesungguhnya, tidak bersifat pasif terhadap lingkungan perumahannya. 

Secara sadar atau tidak, penghuni memberi tanggapan terhadap tempat 

tinggalnya dengan mengerahkan segenap sumber daya (fisik, sosial, 

ekonomi) guna memenuhi kebutuhan rumah yang sesuai norma. Ada usaha 

yang dapat dilakukan penghuni terhadap rumahnya, yaitu: 

a. Usaha memenuhi kebutuhan ketika penghuni merasakan kekurangan 

pada rumahnya. Bentuk tindakan dapat berupa pindah rumah juga dapat 

berupa perubahan atau penambahan terhadap rumahnya. Jadi penghuni 

secara aktif menimbulkan perubahan terhadap keadaan rumahnya atau 
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diistilahkan sebagai housing adjustment. 

b. Usaha penghuni sebagai tanggapan atas tekanan akibat berbagai 

kekurangan pada rumah, dengan cara melakukan perubahan pada dirinya 

tanpa merubah rumahnya. Dalam hal ini penghuni bersifat pasif atau 

diistilahkan sebagai housing adaptation. 

2.   Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman. 

Menurut UU Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, 

peningkatan kualitas permukiman dapat berupa kegiatan-kegiatan: 

perbaikan atau pemugaran, peremajaan dan pengelolaan/pemeliharaan 

yang berkelanjutan. Program peningkatan kualitas perumahan dan 

permukiman yang selama ini menjadi perhatian pemerintah adalah 

kawasan perumahan dan permukiman yang termasuk kategori kawasan 

kumuh, yang ditandai antara lain dengan kondisi prasarana dan sarana 

yang tidak memadai baik secara kualitas dan kuantitas, kondisi sosial 

ekonomi masyarakat yang rendah, kondisi sosial budaya masyarakat, dan 

kondisi lingkungan yang rawan bencana, penyakit dan keamanan. 

Dalam UU Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman 

ditegaskan bahwa penataan perumahan dan permukiman berlandaskan 

pada asas manfaat,  adil,  dan  merata,  kebersamaan  dan  kekeluargaan,  

kepercayaan  pada  diri sendiri, ketergantungan, dan kelestarian lingkungan 

hidup. Penataan perumahan dan permukiman bertujuan: 

a. Memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar 

manusia, dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan 

rakyat. 

b. Mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan 

sehat, aman, serasi, dan teratur. 

c. Memberi arah pada pertumbuhan wilayah dan persebaran penduduk 

yang rasional. 

d. Menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan 

bidang-bidang lain. 

 Bentuk-bentuk perbaikan lingkungan permukiman berdasarkan PU. 

Cipta Karya, terdapat beberapa bentuk usaha pelaksanaan perbaikan 

permukiman, yaitu  sebagai berikut : 

1. Pemugaran rumah, diartikan pengembalian keadaan fisik seperti semula. 
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2. Program Perbaikan Kampung (KIP); KIP merupakan program yang 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan penghijauan 

masyarakat melalui perbaikan lingkungan secara fisik. Tujuan utamanya 

adalah perbaikan kesehatan lingkungan kampung. Komponen dasarnya 

adalah perbaikan infrastruktur kawasan seperti jalan kendaraan, jalan 

setapak, saluran drainase, MCK dan sebagainya. 

3. Perbaikan lingkungan kawasan pasar (MIP); perbaikan lingkungan kawasan 

pasar adalah perbaikan permukiman disekitar pasar, yang dilakukan sebagai 

akibat dari tambahan beban yang diterima masyarakat sekitar pasar karena  

tidak  memiliki sarana pendukung seperti saluran drainase, tempat parkir, 

tempat sampah, los-los yang tidak teratur serta tidak memenuhi 

syarat/kurang berfungsi. Pasar dan masyarakat pasar adalah satu kesatuan 

yang saling membutuhkan baik yang positif maupun negatif. 

4. Pembangunan perumahan; merupakan salah atau bentuk peremajaan kota 

dengan cara membangun perumahan melalui penataan kampung kumuh 

secara fisik agar dapat menampung lebih banyak penghuni atau pihak lain 

yang membutuhkan. Keuntungan dari program ini adalah relatif cepat dan 

segera terlihat hasilnya. 

5. Konsolidasi lahan; merupakan kegiatan terpadu untuk menata kembali 

konsep kepemilikan tanah di suatu wilayah yang kurang/tidak teratur. 

6. Pengembangan lahan terkendali; merupakan upaya penataan lanjut dalam 

rangka pengembangan tata ruang kota, khususnya bagian wilayah kota 

secara lebih implementatif, bila perlu melalui pemindahan/pengembangan 

daerah pinggir kota. Secara umum pengembangan lahan terkendali 

bertujuan untuk mendorong iklim partisipasif dalam pembangunan dengan 

melibatkan potensi dan keinginan masyarakat terutama swasta, pengusaha 

kecil dan konsumen. 

7. Pembangunan rumah susun membangun lingkungan hunian secara 

keseluruhan dengan tujuan untuk menata kembali suatu kawasan kota, baik 

secara fisik maupun fungsional dan keuntungan ekonomisnya. 

 

2.2.6. Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman 

1. Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Nasional 

 Dalam upaya pembangunan nasional, pembangunan perumahan dan 
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pemukiman merupakan upaya untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar 

manusia, sekaligus untuk meningkatkan mutu lingkungan kehidupan, member 

arah kepada pertumbuhan wilayah, memperluas lapangan kerja serta 

menggerakan kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan dan pemerataan 

kesejahteraan rakyat. 

 Selama ini pembangunan yang telah dilakukan selain menghasilkan 

kemakmuran dan kesejateraan juga menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan 

baik antar pelaku, antar golongan, antar desa dan kota, antar kawasan dan antar 

wilayah. 

 Pembangunan perumahan dan pemukiman juga disinergikan dengan 

perlunya upaya untuk : 

1. Mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan 

memperdayakan pelaku dan potensi daerah, serta memperhatikan penataan 

ruang, baik fisik maupun social sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan 

ekonomi sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah. 

2. Mempercepat pembangunan perdesaan dalam rangka pemberdayaan 

masyarakat terutama petani dan nelayan melalui penyediaan prasarana, 

pembangunan agribisnis, industry kecil dan kerajinan rakyat, pengembangan 

kelembagaan, penguasaan teknologi dan pemanfaatan sumber daya alam. 

3. Meningkatkan pembangunan di seluruh daerah, terutama di kawasan timur 

Indonesia, daerah perbatasan dan wilayah tertinggal lainnya dengan 

berlandaskan pada prinsip desentralisasi dan otonomi daerah. 

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah sesuai dengan potensi 

dan kepentingan daerah melalui penyediaan anggaran pendidikan. 

5. Mengembangkan kebijakan pertanahan untuk meningkatkan pemanfaatan 

dan penggunaan tanah secara adil, transparan dan produktif dengan 

mengutamakan hak-hak rakyat setempat, termasuk hak ulayat dan 

masyarakat adat, serta berdasarkan tata ruang wilayah yang serasi dan 

seimbang. 

 Dengan demikian maka  pembangunan perumahan dan pemukiman juga 

merupakan bagian dari upaya mempercepat pembangunan perdesaan melalui 

penyediaan sarana dan prasarana permukiman. Dalam hal ini salah satu 

kerangka landasan di bidang perumahan dan pemukiman, adalah : 
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1. Pengendalian pembangunan fisik yang berwawasan tata ruang dan 

lingkungan. 

2. Pemantapan pola penyediaan lahan dan prasarana pemukiman dalam skala 

besar. 

 

2. Kebijakan Perumahan dan Pemukiman Perkotaan di Jawa Timur 

 Perkotaan merupakan pusat dari distribusi barang dan jasa dari hasil-hasil 

produksi dikawasan perdesaan. Perkotaan juga merupakan pusat pelayanan bagi 

penduduk perkotaan dan wilayah pengaruhnya. Kegiatan perkotaan selalu lebih 

intensif dari kawasan pedesaan. Dalam lingkup perkotaan sendiri system pusat 

pemukiman secara stuktural diarahkan untuk dibagi dalam sub-sub cluster 

pelayanan kegiatan. Sub-sub cluster tersebut antara lain berupa kawasan 

perdagangan/pertokoan, kawasan pelayanan pemerintahan, kawasan industry 

dan kawasan pemukiman itu sendiri. Konsep structural penataan system pusat 

pemukiman dikawasan perkotaan diarahkan dalam pola pusat kegiatan 

komersial dan pelayanan pemerintahan, akan diarahkan pada inti kota. 

Sedangkan kegiatan industry juga dikembangkan dalam sub urban fringe. Pusat 

pemukiman juga dikembangkan dalam  didaerah batas luar kota yang 

mempunyai sifat-sifat mirip kota. Pusat-pusat pemukiman banyak pada zona-

zona tersebut, dimaksudkan agarn perkotaan dapat berkembang dengan pola 

seimbang antara pusat kota daerah pinggir kota. Sistem pusat pemukiman yang 

dikembangkan tersebut terutama pada kota-kota yang berkembang membesar 

melebihi batas administrasi. Sistem permukiman tersebut juga diarahkan untuk 

mengantisipasi pemanfaatan lahan dipusat kota yang intensif dan cenderung 

mendorong munculnya permukiman kumuh ditengah-tengah kota terutama kota-

kota yang berkembang kearah metropolis. 

 Pusat-pusat permukiman diperkotaan berbeda level pelayanan dan 

intensitas kegiatan yang dikembangkan dimasing-masing zona atau sub cluster 

pelayanan, membentuk hirarkhi suatu pelayanan dalam lingkup perkotaan. 

Penataan pusat permukiman juga diarahkan untuk mengendalikan pemanfaatan 

ruang yang berkelanjutan. Permukiman perkotaan sendiri dan kawasan 

terbangun lainnya dikembangkan dengan prinsip menjaga keseimbangan antara 

propursi ruang terbuka dengan ruang terbangun yang tidak melebihi 30 : 70. 

Kawasan terbuka dengan propursi 30 % dari luas wilayah diarahkan 
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dikembangkan secara merata dan seimbang antara pusat perkotaan dan kawasan 

dipinggir perkotaan. 

 Dalam skala wilayah ada 2 (dua) kelompok pemukiman yaitu pemukiman 

perkotaan dan pemukiman pedesaaan. Keduanya memiliki perbedaan yang 

cukup mencolok. Pemukiman perkotaan kegiatannya lebih berfokus pada 

kegiatan non pertanian, sedangkan pemukiman pedesaan lebih berbasis pada 

kegiatan pertanian. Di Provinsi Jawa Timur pemukiman perkotaan menunjukan 

fenomena yang beragam yakni ditandai oleh berkembangnya mega urban 

Surabaya, berkembangnya Metropolitan  

 Dengan demikian, maka strategi pengembangan pemukiman perkotaan di 

Jawa Timur adalah : 

1. Kawasan pemukiman dalam pengembangannya harus mengedepankan apek 

kelestarian, konservasi dan sesuai denan peraturan yang berlaku. 

2. Menghindari pola perkembangan pemukiman yang sifatnya linier sesuai 

dengan kondisi jalan, untuk mengantisipai perkembangan wilayah yang 

memusat, maka pola perkembangan pemukiman dibuat menyebar dengan 

ketersediaan fasilitas penunjang yang memadai sesuai dengan standart 

kebutuhan perkotaan di kota/kabupaten. 

3. Penentuan GSB yang jelas pada kawasan yang belum dibangun pemukiman 

guna mengantisipasi kebutuhan pengembangan jaringan jalan kota pada masa 

mendatang. Berdasarkan kecenderungan perkembangan saat ini, pola 

pemukiman perkotaan di Jawa Timur secara umum berkembang secara alami 

sesuai dengan ruas jalan, sehingga dikawatirkan akan semakin memakan 

badan jalan. 

  Peningkatan kualitas bangunan dan lingkungaan sekitar pemukiman pada 

daerah-daerah terbelakang/kampung kota melalui program P3KT atau melalui 

kegiatan gentingisasi, betonisasi, penyediaan sanitasi/MCK  yang lebih baik. 

Hal ini diarahkan untuk mengubah citra kampung kota menjadi lebih baik. 

 

2.2.7.  Kebijakan Pemukiman di Perkotaan Kabupaten Banyuwangi 

 Secara umum kawasan permukiman di Banyuwangi, berdasarkan 

penyediaan wilayah permukimannya dapat dibedakan menjadi :  

1.  Kawasan permukiman yang dibangun oleh pengembang (developer)  
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2.  Kawasan permukiman yang dibangun secara mandiri oleh masyarakat. 

Kawasan ini umumnya berupa kampung, serta permukiman formal yang 

cenderung memiliki kapling lebih luas serta kawasan permukiman pedesaan.  

3. Kawasan permukiman yang diperkirakan akan tumbuh sebagai akibat adanya 

perkembangan wilayah, sentra ekonomi, industri dan infrastruktur, 

diantaranya  

a.  Kawasan permukiman yang timbul karena pertumbuhan dan 

perkembangan kota, seperti Kota Banyuwangi, Genteng, Rogojampi.  

b.  Kawasan permukiman yang timbul karena pengembangan Jalan Toll yang 

melintasi Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro, Giri, Banyuwangi  

c.  Kawasan permukiman yang timbul karena pembangunan kawasan industri 

di Bangsring Wongsorejo  

d. Kawasan permukiman yang timbul karena pembangunan bandar udara 

Blimbingsari dan Fishery Park Bomo di Kecamatan Rogojampi  

e.  Kawasan permukiman yang timbul karena pembangunan jalur lintas 

selatan yang melewati Kecamatan Rogojampi, Srono, Muncar, 

Tegaldlimo, Purwoharjo, Bangorejo, Siliragung, Pesanggaran, Glenmore 

dan Kalibaru.  

f. Kawasan permukiman yang timbul karena pengembangan lahan 

peruntukan industri di Kecamatan Muncar    

Kawasan permukiman di Kabupaten Banyuwangi tersebar di dua kawasan yaitu 

kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan.  

A. Kawasan Perdesaan  

 Kawasan perdesaan secara umum dicirikan oleh wilayah yang mempunyai 

kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan 

susunan fugsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa 

pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Sedangkan kawasan 

perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian 

dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, 

pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan 

kegiatan ekonomi.  

 Agar hubungan desa dan kota tetap dinamis maka penataan struktur 

kawasan perdesaan dikembangkan dengan sistem Desa Pusat Pertumbuhan 

(DPP). Desa-desa pusat pertumbuhan akan menginduk pada pusat-pusat ibukota 
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kecamatan, sedangkan ibukota kecamatan menginduk pada pusat sub satuan 

wilayah pembangunan (SSWP), sedangkan pusat SSWP akan menginduk ke 

Pusat Wilayah Pengembangan. Selain desa pusat pertumbuhan, untuk tetap 

menjaga keterkaitan antara kota dan desa (urban-rural linkages) yang bersifat 

interpendensi timbal balik dan saling membutuhkan, dimana kawasan pertanian 

di perdesaan mengembangkan usaha budidaya (on farm) dan produk olahan 

skala rumah tangga (off farm), sebaliknya kota menyediakan fasilitas untuk 

berkembangnya usaha budidaya dan agribisnis seperti penyediaan sarana 

pertanian antara lain, modal, teknologi, informasi, peralatan pertanian dan lain 

sebagainya. Keterkaitan tersebut merupakan salah satu ciri dari 

’AGROPOLITAN’. Pola penataan struktur ruang perdesaan merupakan upaya 

untuk mempercepat efek pertumbuhan dari pusat-pusat SSWP.  

B. Kawasan Perkotaan  

 Untuk mempermudah pembangunan di Kabupaten Banyuwangi sesuai 

dengan karakteristik wilayahnya, Kabupaten Banyuwangi dibagi menjadi 4 

(empat) Wilayah Pengembangan yaitu :  

1) Cluster Pengembangan Banyuwangi Utara  

2) Cluster Pengembangan Banyuwangi Tengah Timur   

3) Cluster Pengembangan Banyuwangi Tengah Barat   

4) Cluster Pengembangan Banyuwangi Selatan  

 Dari empat wilayah pengembangan tersebut, ditetapkan 1 (satu) pusat 

wilayah pengembangan yang akan menjadi pusat orientasi dari wilayah-wilayah 

yang ada di belakangnya. Pusat-pusat pengembangan tersebut ditetapkan 

berdasarkan hasil analisa orde kota. Pusat kota yang dimaksud adalah :  

1) Banyuwangi yang berfungsi sebagai pusat cluster pengembangan  

Banyuwangi Utara.   

2) Rogojampi ditetapkan sebagai pusat cluster pengembangan Banyuwangi 

Tengah Timur.  

3) Genteng ditetapkan sebagai pusat cluster pengembangan Banyuwangi 

Tengah Barat.  

4) Bangorejo ditetapkan sebagai pusat cluster pengembangan Banyuwangi 

Selatan. 

 Berdasarkan UU No 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Permukiman 

menyatakan bahwa permukiman kumuh adalah permukiman tidak layak huni 
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karena berada pada lahan yang tidak layak huni, karena berada pada lahan yang 

tidak sesuai dengan peruntukan/tata ruang, kepadatan bangunan sangat tinggi, 

rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, kualitas umum banguan rendah, 

tidak terlayani parasarana lingkungan yang memadai.  

 

 Dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat Indonesia melalui 

penyediaan perumahan secara merata, khususnya bagi kelompok masyarakat 

yang berpenghasilan rendah, sangat rendah dan kelompok berpenghasilan 

informal, maka diperlukan upaya penyediaan perumahan murah yang layak 

dan terjangkau akan tetapi tetap memenuhi persyaratan kesehatan, keamanan, 

dan kenyamanan. Program pembangunan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat) 

merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan 

perumahan bagi berpenghasilan rendah yang sebagian besar dari keseluruhan 

penduduk Kabupaten Banyuwangi, maka pemerintah dalam pemenuhan 

kebutuhan tersebut menyalurkan subsidi melalui fasilitas KPR. Penyediaan 

perumahan bagi masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah tersebut 

perlu pemikiran serius dalam hal penyediaan lahan dan investasi dana yang 

besar. Kredit kepemilikan rumah menjadi salah satu alternatif untuk memenuhi 

kebutuhan mereka. Dengan adanya kredit ini merupakan bagian dari usaha 

perbankan dan juga program pemerintah untuk membantu masyarakat 

berpenghasilan rendah dalam   memperoleh rumah agar harga rumah dan suku 

bunga pinjaman cukup rendah. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah suatu 

fasilitas kredit yang diberikan oleh perbankan kepada para nasabah perorangan 

yang akan membeli atau memperbaiki rumah. Saat ini dikenal ada 2 jenis 

KPR antara lain: KPR subsidi yaitu suatu kredit yang diperuntukan kepada 

masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dalam rangka   memenuhi 

kebutuhan  perumahan atau perbaikan rumah yang telah dimiliki. Bentuk 

subsidi yang diberikan berupa; pertama, subsidi meringankan kredit dan 

subsidi menambah dana pembangunan atau perbaikan rumah. Kredit subsidi 

ini diatur tersendiri oleh pemerintah. 

 

2.2.8. Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat) 

  Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 

403/KPTS/M/2002 Tanggal 2 Desember 2002 Tentang Pedoman Teknis 
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Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat). 

  Bahwa rumah adalah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan 

merupakan  faktor  penting  dalam  peningkatan  harkat  dan  martabat manusia, 

maka                      perlu  diciptakankondisi   yang  dapat  mendorong pembangunan perumahan 

untuk menjaga kelangsungan penyediaan perumahan bagi seluruh lapisan 

masyarakat, kemampuan masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah 

masih terbatas untuk membeli rumah yang layak, sehat, aman, serasi, dan teratur, 

maka perlu pembangunan  rumah yang dapat dilakukan secara bertahap. 

  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.03/2007 Tentang Batasan 

Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok 

Boro, Asrama Mahasiswa Dan Pelajar Serta Perumahan Lainnya Yang Atas 

Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

80/PMK.03/2008, batasan Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana 

dijelaskan dalam paragraf-paragraf di bawah ini. 

  Rumah Sederhana dan Rumah Sangat Sederhana yang dibebaskan dari 

pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat / 

Rs Sehat) dan Rumah Inti Tumbuh (RIT) yang perolehannya, secara tunai 

ataupun dibiayai melalui fasilitas kredit bersubsidi maupun tidak bersubsidi, 

atau melalui pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, yang memenuhi 

ketentuan:  

a.  harga jual tidak melebihi Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah); dan  

b. merupakan rumah pertama yang dimiliki, digunakan sendiri sebagai tempat 

tinggal dan tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun 

sejak dimiliki. 

  Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 31/PMK.03/2011 Tanggal 28 

Pebruari 2011, Tentang : Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor : 36/PMK.03/2007,  Tentang Batasan Rumah Sangat Sederhana, 

Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Perumahan Lainnya, 

yang penyerahannya dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai. 

Pasal 2 ayat (1) : 

 Pembiayaan berdasarkan prinsip yang memenuhi ketentuan: 

a. luas bangunan tidak melebihi 36 m2 (tiga puluh enam meter persegi); 

b. harga jual tidak melebihi Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah); dan 
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c. merupakan rumah pertama yang dimiliki, digunakan sendiri sebagai tempat  

tinggal  dan  tidak  dipindahtangankan  dalam  jangka  waktu  5 (lima) tahun 

sejak dimiliki. 

 Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat) yaitu rumah yang dibangun dengan 

menggunakan bahan bangunan dan konstruksi sederhana akan tetapi masih 

memenuhi standar kebutuhan minimal dari aspek kesehatan, keamanan, dan 

kenyamanan, dengan mempertimbangkan dan memanfaatkan potensi lokal 

meliputi potensi fisik seperti bahan bangunan, geologis, dan iklim setempat serta 

potensi sosial budaya seperti arsitektur lokal, dan cara hidup. Sasaran 

penyediaan Rumah Sederhana Sehat yaitu bagi kelompok masyarakat yang 

berpenghasilan rendah. Dalam pelaksanaannya pemenuhan penyediaan Rumah 

Sederhana Sehat masih menghadapi kendala, berupa rendahnya tingkat 

kemampuan masyarakat, mengingat harga Rumah Sederhana Sehat masih belum 

memenuhi keterjangkauan secara menyeluruh. Untuk itu perlu disediakan disain 

rumah antara yang pertumbuhannya diarahkan menjadi Rs Sehat. Rumah antara 

yang dimaksud adalah Rumah Inti Tumbuh (RIT), yaitu rumah yang hanya 

memenuhi standar kebutuhan minimal rumah, dengan kriteria sebagi berikut: 

1) RIT memiliki ruang paling sederhana yaitu sebuah ruang tertutup dan sebuah 

ruang terbuka beratap dan fasilitas MCK. 

2) RIT memiliki bentuk atap dengan mengantisipasi adanya perubahan yang 

bakal dilakukan yaitu dengan memberi atap pada ruang terbuka yang 

berfungsi sebagai ruang serba guna. 

3) Bentuk generik atap pada RIT selain pelana, dapat berbentuk lain (limasan, 

kerucut, dll) sesuai dengan tuntutan daerah bila itu ada. 

4) Penghawaan dan pencahayaan alami pada RIT menggunakan bukaan yang 

memungkinkan sirkulasi silang udara dan masuknya sinar matahari. 

 Dalam proses pengembangan RIT menjadi Rs Sehat memberi peluang 

peran calon penghuni/penghuni dalam mengekspresikan kebutuhan 

pengungkapan jati diri. Sehingga akan mengurangi peluang terhadap 

pembongkaran bagian-bagian bangunan secara besar-besaran. (www.pu.go.id) 

1. Rumah Sederhana Sehat 

 Rumah Sederhana adalah tempat kediaman yang layak dihuni dan 

harganya terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah dan sedang. Luas 

kapling ideal, dalam arti memenuhi kebutuhan luas lahan untuk bangunan 

http://www.pu.go.id/
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sederhana sehat baik sebelum maupun setelah dikembangkan. Secara garis besar 

perhitungan luas bangunan tempat tinggal dan luas kapling ideal yang 

memenuhi persyaratan kesehatan, keamanan dan kenyamanan bangunan seperti 

berikut : 

Kebutuhan ruang minimal menurut perhitungan dengan ukuran Standar Minimal 

adalah 9 m2, atau standar ambang dengan angka 7,2 m2 per orang. Sebagai 

konsepsi dasar kedua perhitungan tersebut masih digunakan dengan tetap 

mempertimbangkan bentuk akhir rumah pasca pengembangan. Sehingga dari 

hasil perhitungan diatas didapat luas bangunan awal (RIT) adalah 21 m2 dengan 

pertimbangan dapat dikembangkan menjadi 36 m2 bahkan pada kondisi tertentu 

dimungkinkan memenuhi standar ruang Internasional.  

2. Rumah Inti Tumbuh 

 Kendala keterjangkauan masyarakat terhadap Rumah Sederhana Sehat (Rs 

Sehat), telah diupayakan menyiasati kondisi tersebut melalui satu rancangan 

rumah antara yaitu RIT sebagai rumah cikal bakal Rumah Sederhana Sehat. 

Rancangan RIT memenuhi tuntutan kebutuhan paling mendasar dari penghuni 

untuk mengembangkan rumahnya, dalam upaya peningkatan kualitas 

kenyamanan, dan kesehatan penghuni dalam melakukan kegiatan hidup sehari-

hari, dengan ruang-ruang yang perlu disediakan sekurang-kurangnya terdiri dari: 

1) 1 ruang tidur yang memenuhi persyaratan keamanan dengan bagian 

bagiannya tertutup oleh dinding dan atap serta memiliki pencahayaan yang 

cukup berdasarkan perhitungan serta ventilasi cukup dan terlindung dari 

cuaca. Bagian ini merupakan ruang yang utuh sesuai dengan fungsi 

utamannya. 

2) 1 ruang serbaguna merupakan ruang kelengkapan rumah dimana didalamnya 

dilakukan interaksi antara keluarga dan dapat melakukan aktivitas-aktivitas 

lainnya. Ruang ini terbentuk dari kolom, lantai dan atap, tanpa dinding 

sehingga merupakan ruang terbuka namun masih memenuhi persyaratan 

minimal untuk menjalankan fungsi awal dalam sebuah rumah sebelum 

dikembangkan. 

3) 1 kamar mandi/kakus/cuci marupakan bagian dari ruang servis yang sangat 

menentukan apakah rumah tersebut dapat berfungsi atau tidak, khususnya 

untuk kegiatan mandi cuci dan kakus.  
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 Ketiga ruang tersebut merupakan ruang-ruang minimal yang harus 

dipenuhi sebagai standar minimal dalam pemenuhan kebutuhan dasar, selain itu 

sebagai cikal bakal rumah sederhana sehat. Konsepsi cikal bakal dalam hal ini 

diwujudkan sebagai suatu Rumah Inti yang dapat tumbuh menjadi rumah 

sempurna yang memenuhi standar kenyamanan, keamanan, serta kesehatan 

penghuni, sehingga menjadi rumah sederhana sehat 

 

2.2.9. Ketentuan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat) 

 Beberapa ketentuan untuk kategori rumah sederhana sehat atau layak 

huni, yaitu: 

a. Jarak antara rumah tidak berdempetan sehingga memungkinkan penyinaran 

oleh sinar matahari secara langsung, peredaran udara lancar dan menghindari 

bahaya kebakaran. 

b. Lubang jendela dan penghawaan cukup besar, sehingga udara tidak panas 

atau pengap dan penghawaan lancar. 

c. Cukup penerangan alam (matahari) mupun penerangan buatan (listrik). 

d. Lantai tidak lembab dengan menggunakan plesteran, tegel, papan 

dibersihkan. 

e. Ada pemisahan ruang didalam rumah menurut kegunaannya, seperti ruang 

tamu, kamar mandi, dan lain-lain. 

f. Konstruksi cukup kuat terutama sloof, tiang/kolom, ring balt merupakan 

sistem ikatan yang kokoh sehingga cukup kuat menahan gempa dan alam. 

g. Tersedianya jamban dan tempat mandi yang memenuhi syarat kesehatan, 

peletakannya minimal 10 (sepuluh) meter dari sumur. 

      (Dinas PU Cipta Karya dan Tata Kota, 2012) 

 

2.2.10.  Perancangan Bangunan Rumah 

 Kebutuhan ruang per orang dihitung berdasarkan aktivitas dasar manusia 

di dalam rumah. Aktivitas seseorang tersebut meliputi aktivitas tidur, makan, 

kerja, duduk, mandi, kakus, cuci, dan masak serta ruang gerak lainnya. Dari 

hasil kajian, kebutuhan ruang per orang adalah antara 6 - 9 m2 (Sumber : 

Peraturan Menteri PU No.54/PRT/1991) 

a. Menentukan Luas Bangunan 



42 

 

 

 Kebutuhan minimum ruangan pada rumah sederhana sehat perlu 

memperhatikan beberapa ketentuan berikut : 

1. Kebutuhan luas per jiwa 

2. Kebutuhan luas per KK 

3. Kebutuhan luas bangunan per KK 

4. Kebutuhan luas lahan per unit bangunan 

 Data yang didapat dari Kantor Kelurahan adalah Jumlah kepala keluarga 

(KK) dan Jumlah penduduk. Maka rata-rata anggota keluarga di wilayah 

tersebut dapat diperoleh dari perhitungan : 

KKjumlah

pendudukjumlah
keluargaanggotaratarata            (2.1) 

b. Menentukan Ketersediaan Lahan 

 Ketersediaan yang ada di wilayah Desa Karangrejo harus dihitung terlebih 

dahulu, apakah lahan yang tersedia mencukupi atau tidak. Perhitungan 

ketersediaan lahan memerlukan : 

a) Luas lahan (LT) adalah luas lahan RT 

b) Jumlah KK = jumlah unit rumah (U) 

c) Luas lahan per unit bangunan (LB) 

d) Luas lahan untuk fasilitas umum (LF) 

 Maka ketersediaan lahan dapat diperoleh dari perhitungan : 

 
FT

B
K

LL

UxL
L


               (2.2) 

c. Estimasi Biaya Perbaikan Rumah 

Estimasi biaya perbaikan rumah untuk perumahan kumuh ini didapat dari 

hasil wawancara dengan pihak developer, dengan asumsi bahwa biaya per m2 

nya adalah biaya terendah tetapi masih dikategorikan layak huni. 

 

2.2.11. Penentuan Plafon Kredit  

 Setelah menentukan ukuran bangunan di pemukiman kumuh dan 

menentukan biaya konstruksi perbaikan di pemukiman tersebut, kemudian dapat 

dihitung besar uang pinjaman yang dibutuhkan, sebagai berikut : 

P ≥ BB + BL + BF – S             (2.3) 

di mana : 
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S = subsidi atau swa daya atau hibah dan lain-lain 

P = besar pinjaman 

BB  = biaya konstruksi 

BL  = biaya untuk legalitas 

BF  = biaya untuk fasilitas umum seperti jalan dan drainase 

a. Menentukan biaya subsidi 

Dalam hal menentukan subsidi, Menpera meminta pemerintah daerah tidak 

memungut biaya perijinan seperti biaya ijin mendirikan bangunan (IMB) 

untuk pembangunan rumah sejahtera bagi masyarakat berpenghasilan rendah 

(MBR). Karena IMB menambah biaya pembangunan sekitar 8% sampai 20% 

(www.kemenpera.go.id, 2010). 

 Selain itu berdasarkan Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana 

Wilayah Nomor: 20/Kpts/M/2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri 

Permukiman Dan Prasarana Wilayah No.: 24/Kpts/M/2003 Tentang 

Pengadaan Perumahan Dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi 

Perumahan, yang menyatakan bahwa  

1. Subsidi perumahan diberikan kepada keluarga/rumah tangga yang baru 

pertama kali memiliki rumah dan termasuk kedalam kelompok sasaran 

masyarakat berpenghasilan rendah, sebagai berikut: 

Tabel 2.3.  Batasan Penghasilan Setiap Kelompok Sasaran 

Kelompok Sasaran Batasan Penghasilan (Rp/Bulan) 

I 900.000 < Penghasilan < 1.500.000 

II 500.000 < Penghasilan <    900.000 

III 350.000 < Penghasilan <    500.000 

      Sumber : Kepmen Kimpraswil, 2004 (www.legalitas.org) 

Penghasilan adalah penghasilan pemohon yang didasarkan atas gaji 

pokok pemohon ditambah tunjangan tetap (yang bersifat tetap) perbulan. 

2. Persyaratan atas minimum uang muka, maksimum KPR dan maksimum 

jangka waktu kredit (tenor) adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.4. Uang Muka, KPR dan Jangka Waktu Kredit Setiap Kelompok Sasaran 

Kelompok 

Sasaran 

Subsidi Selisih Bunga Subsidi Uang Muka 

Minimum 

Uang 

Muka 

(%) 

Maksimum 

KPR (Rp) 

 

Maksimum 

Tenor 

(Tahun) 

Minimum 

Uang 

Muka 

(%) 

Maksimum 

KPR (Rp) 

Maksimum 

Tenor 

(Tahun) 

I 15 30.600.000 20 22.5 27.900.000 20 
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II 10 22.500.000 20 27.5 18.125.000 20 

III 10 12.600.000 20 35.0 9.100.000 20 

Sumber : Kepmen Kimpraswil, 2004 (www.legalitas.org) 

 

3. Persyaratan atas skim subsidi selisih bunga adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.5. Suku Bunga Bersubsidi Setiap Kelompok Sasaran 

Kelompok 

Sasaran 

Suku Bunga Bersubsidi (% / tahun)  

Tahun 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I 10 12 13,5 14,5 @ @ @ @ @ @ @ 

II 8 10 11,5 13,5 14 14,5 @ @ @ @ @ 

III 6 8 9 10 11 12 13 13,5 14 14,5 @ 

  @ : Sesuai bunga pasar yang berlaku 

  Sumber : Kepmen Kimpraswil, 2004 (www.legalitas.org) 

4. Persyaratan atas skim subsidi membangun rumah adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 2.6. Subsidi Biaya Membangun Rumah Setiap Kelompok Sasaran 

Kelompok 

Sasaran 

Subsidi Membangun Rumah (Rp) 

Total Dana 

Pembangunan 

Yang 

Diperlukan 

Maksimum Subsidi 

dari Pemerintah 

Maksimum 

Pinjaman 

Kelompok 

Sasaran 

(1) (2) (3) (4) = (2) - (3) 

I 36.000.000 2.400.000 33.600.000 

II 25.000.000 3.000.000 22.000.000 

III 14.000.000 3.500.000 10.500.000 

  Sumber : Kepmen Kimpraswil, 2004 (www.legalitas.org) 

5. Kelompok sasaran dengan penghasilan lebih tinggi diperbolehkan 

memiliki/membeli rumah dengan batas harga lebih rendah, atau 

membangun/memperbaiki rumah dengan total dana pembangunan yang 

diperlukan lebih rendah sepanjang tetap menggunakan skim dan nilai 

subsidi maksimum yang diperlukan untuk masing-masing kelompok 

sasaran. 

6. Kelompok sasaran dengan penghasilan lebih rendah diperbolehkan 

memiliki/membeli rumah dengan batas harga lebih tinggi dengan 

http://www.legalitas.org/
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ketentuan nilai subsidi yang diterima mengikuti nilai subsidi kelompok 

sasaran diatasnya. 

7. Masa subsidi KPR/KPRS untuk setiap kelompok sasaran dihitung mulai 

saat penerbitan ditambah masa subsidi yang berlaku untuk masing-masing 

kelompok sasaran. 

b. Menghitung biaya angsuran per bulan dengan menggunakan tingkat suku 

bunga 

Untuk menghitung biaya angsuran per bulan, masukan yang diperlukan 

adalah  besarnya biaya konstruksi + biaya perijinan – subsidi yang diberikan. 

Perhitungan angsuran per bulan adalah : 















1)i1(

)i1(i
PA

n

n

            (2.4) 

di mana : 

 A = besar biaya angsuran 

 P = besar uang yang diterima saat ini 

  i  = tingkat suku bunga 

 n  = lama periode pinjaman 

Selain itu juga menghitung biaya angsuran per bulan tanpa subsidi dan 

bersubsidi. Perhitungan ilustrasi biaya angsuran per bulan tanpa subsidi dan 

bersubsidi berdasarkan tingkat suku bunga 0%, 6%, 8% dan jangka waktu 

angsuran 15, 20, 30 tahun.  (www.kemenpera.go.id, 2010) 

 

2.2.12. Studi Kelayakan Investasi 

 Studi kelayakan investasi merupakan penelitian tentang dapat tidaknya 

suatu investasi dilaksanakan dengan berhasil. Penelitian itu hendaknya dapat 

menyuguhkan hasil analisis secara kuantitatif tentang manfaat yang akan 

diperoleh dibandingkan dengan sumber daya yang diperlukan (Halim, 2002). 

 Tujuan studi kelayakan investasi adalah untuk menghindari keterlanjutan 

penanaman modal yang terlalu besar untuk kegiatan yang ternyata tidak 

menguntungkan. Tentu saja studi kelayakan ini akan memerlukan biaya, tetapi 

biaya tersebut relatif kecil apabila dibandingkan dengan resiko kegagalan suatu 

investasi. 

Hal-hal yang perlu diketahui dalam suatu studi kelayakan adalah:  

1. Ruang lingkup kegiatan investasi. 

http://www.kemenpera.go.id/
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2. Cara kegiatan investasi dilakukan. 

3. Evaluasi terhadap aspek-aspek yang menentukan berhasilnya suatu investasi. 

4. Sarana yang diperlukan oleh investasi. 

5. Hasil kegiatan investasi serta biaya-biaya yang harus ditanggung untuk 

memperoleh hasil tersebut. 

6. Akibat-akibat yang bermanfaat maupun yang tidak dari adanya investasi 

tersebut. 

7. Langkah-langkah rencana untuk mendirikan investasi, beserta jadwal dari 

masing-masing kegiatan tersebut, sampai investasi siap berjalan. 

(Suwarno,2000) 

Adapun Pihak-pihak yang membutuhkan laporan studi kelayakan adalah:  

1. Pemilik. 

    Pihak yang akan menanamkan dana mereka dalam suatu investasi akan lebih 

memperhatikan prospek tersebut. Prospek disini berarti tingkat keuntungan 

yang diharapkan akan diperoleh beserta resikonya. 

2. Kreditur/Bank 

Para kreditur/bank lebih memperhatikan segi keamanan dana yang mereka 

pinjamkan, dengan harapan bunga dan angsuran pokok pinjaman bisa 

dilakukan tepat waktu. Karena itu, pola aliran kas selama jangka waktu 

tersebut sangat diperhatikan periode pengembalian pinjaman tersebut menjadi 

perhatian utama mereka. 

3. Pemerintah 

Pemerintah lebih berkepentingan terhadap manfaat investasi tersebut bagi 

kepentingan nasional. Apakah investasi tersebut menghemat devisa, 

menambah devisa atau memperluas kesempatan kerja. Manfaat ini dikaitkan 

dengan penanggulangan masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh negara. 

 Jenis studi kelayakan ditentukan dari besarnya investasi yang akan 

dijalankan. Bagaimanapun besar kecilnya investasi, studi kelayakan harus tetap 

dilaksanakan sebelum langkah-langkah aktual dilakukan. 

 Berikut ini faktor-faktor yang turut mempengaruhi intensitas studi 

kelayakan yang dilakukan: 

1) Besarnya kebutuhan dana. Semakian besar dana yang dibutuhkan, studi 

kelayakan yang dilakukan sebaiknya semakin dalam. 
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2) Tingkat ketidakpastian investasi yang mencakup perkiraan penghasilan 

penjualan, aliran kas, dan lain lain.  

Hasil analisis dari studi kelayakan investasi menjelaskan analisis investasi : 

1) Feasible (dapat diwujudkan), artinya suatu investasi direalisasikan atau 

terwujud, umumnya dianalisis dari aspek teknis dan aspek pasar. 

2) Viable (dapat bertahan), artinya suatu investasi dapat bertahan hidup ditinjau 

dari aspek pasar dan aspek teknis. 

3) Profitable (dapat memberikan keuntungan), artinya suatu investasi dapat 

menghasilkan keuntungan yang layak ditinjau dari aspek keuangan. 

1. Perhitungan Bunga dan Nilai Uang 

 Seseorang akan bersedia mengorbankan uangnya pada saat ini bila tingkat 

bunga diperhitungkan sebagai kompensasi (time value money). (Pujawan, 1995). 

 Bunga merupakan biaya modal. Besar kecilnya jumlah bunga yang 

merupakan beban terhadap peminjam (debitor) sangat tergantung terhadap 

waktu, jumlah pinjaman, dan tingkat bunga yang berlaku. Berikut adalah 

beberapa jenis perhitungan bunga : 

- Simple Interest 

- Compound interest 

- Annuity 

2. Inflasi 

 Inflasi pada dasarnya didefinisikan sebagai waktu terjadinya kenaikan 

harga-harga barang dan jasa atau faktor produksi secara umum. Dengan adanya 

inflasi maka daya beli uang akan semakin rendah dari waktu ke waktu. Oleh 

karenanya pendapatan nyata seseorang tidak akan berubah apabila pendapatan 

absolutnya meningkat seirama dengan besarnya inflasi. 

Secara umum inflasi dibedakan dalam 3 (tiga) kategori yang berbeda, yaitu : 

1) Inflasi Karena Tekanan Permintaan  

Jenis inflasi ini terjadi karena kelebihan permintaan, yaitu terajadi penawaran 

tidak mampu memenuhi permintaan sehingga harga barang terdorong untuk 

naik. 

2) Inflasi Karena Dorongan Ongkos 

Inflasi yang disebabkan karena memang terjadi kenaikan ongkos, antara lain 

ongkos tenaga kerja. Dengan demikian kenaikan ongkos ini akan ditanggung 

oleh konsumen dalam wujud kenaikan harga barang yang akan dibeli. 
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3) Inflasi Struktural 

Inflasi yang disebabkan adanya pergeseran permintaan dari satu produk ke 

produk yang lain. Hal ini biasanya ditunjang dari tekanan serikat pekerja 

yang cukup kuat, sehingga harga produk cenderung untuk meningkat dan 

sulit untuk turun. 

3. Penyusutan (Depresiasi) 

 Penyusutan adalah penurunan nilai suatu properti atau aset karena waktu 

dan pemakaian. Penyusutan dari suatu properti atau aset biasanya disebabkan 

oleh faktor : 

1) Kerusakan fisik akibat pemakaan dari alat atau properti tersebut 

2) Kebutuhan produksi atau jasa yang lebih baru dan lebih besar 

3) Penurunan kebutuhan produksi atau jasa 

4) Properti atau aset tersebut menjadi usang karena adanya perkembangan 

teknologi 

5) Penemuan fasilitas yang bisa menghasilkan produk yang lebih baik dengan 

ongkos yang lebih rendah dan tingkat keselamatan yang lebih memadai    

 Besarnya penyusutan tahunan yang dikenakan pada suatu properti 

tergantung beberapa hal, yaitu (1) ongkos investasi dari properti, (2) tanggal 

pemakaian awalnya, (3) estimasi masa pakainya, (4) nilai sisa yang ditetapkan 

dan (5) metode penyusutan yang digunakan 

Metode-metode penyusutan : 

a. Metode Garis Lurus (SL) 

Metode garis lurus didasarkan atas asumsi bahwa berkurangnya nilai suatu 

aset berlangsung secara linier (proporsional) terhadap waktu atau umur dari 

aset tersebut. 

N

SP
D t


              (2.5) 

di mana : 

Dt = besarnya penyusutan pada tahun ke t 

P = ongkos awal dari aset yang bersangkutan 

S = nilai sisa dari aset tersebut 

N = masa pakai (umur) dari aset tersebut dinyatakan dengan tahun 
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b. Metode Jumlah Digit Tahun (SOYD) 

Metode ini dirancang untuk membebaskan penyusutan lebih besar pada 

tahun-tahun awal dan semakin kecil untuk tahun-tahun berikutnya. Berarti 

metode SOYD membebaskan penyusutan yang lebih cepat dari metode SL 

)SP(
SOYD

1tN

)sisanilaiawalongkos(
SOYD

asetumurSisa
D t








        (2.6) 

di mana : 

Dt = beban penyusutan pada tahun ke t 

SOYD = jumlah digit tahun dari 1 sampai N 

 = N)1N(...321   

 =
2

)1N(N 
 

c. Metode Keseimbangan Menurun (DB) 

Metode ini menyusutkan nilai suatu aset lebih cepat pada tahun-tahun awal 

dan secara progresif menurun pada tahun-tahun selanjutnya. Metode ini bisa 

dipakai bila umur aset lebih dari 3 tahun. 

Dt = d BVt-1               (2.7) 

di mana : 

Dt = beban penyusutan pada tahun ke t 

D = tingkat penyusutan yang ditetapkan 

BVt-1 = nilai buku aset pada akhir tahun sebelumnya (t-1)  

 = BVt+Dt 

BVt = (1-d)t P 

Dt = d(1-d)t-1 P 

d. Metode Sinking Fund (SF) 

Asumsi dasar yang digunakan dalam metode ini adalah penurunan nilai suatu 

aset semakin cepat dari suatu saat ke saat berikutnya. Peningkatan ini 

diakibatkan karena disertakannya konsep nilai waktu dari uang, sehingga 

besarnya penyusutan akan meningkat seirama dengan tingkat bunga yang 
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berlaku. Dengan kata lain besarnya penyusutan akan lebih kecil pada tahun 

awal periode penyusutan. 

 

 BVt = P-(P-S)(A/F,i%,N)(F/A,i%,t)            (2.8) 

  = 






 












i

1)i1(

1)i1(

i
)SP(P

t

N
 

e. Metode Unit Produksi 

Apabila nilai penyusutan suatu aset ditentukan oleh intensitas pemakaiannya 

dibandingkan dengan lamanya alat tersebut dimiliki maka penyusutannya 

bisa didasarkan atas unit produksi atau unit output dari aset tersebut. 

Pada prinsipnya, unit produksi bisa dinyatakan dari salah satu ukuran berikut: 

1. Output produksi, misalnya volume atau berat dari material pada tahun 

tertentu dibandingkan dengan volume atau berat dari material yang 

diperkirakan bisa dipindahkan selama masa pakai dari alat tersebut 

2. Hari operasi, menunjukkan jumlah hari operasi suatu aset selama tahun 

tertentu dibandingkan dengan ekspaktasi total hari operasi dari aset 

tersebut selama masa pakainya 

3. Proyeksi pendapatan, menunjukkan estimasi pendapatan pada tahun 

tertentu dari suatu aset yang disewakan dibandingkan dengan estimasi 

pendapatan dari penyewaan alat tersebut. 

  )SP(
U

U
D t

t                (2.9) 

)U...UU(
U

SP
PBV t21t 







 
          (2.10) 

di mana : 

  Ut = jumlah unit produksi suatu aset selama tahun t 

  U = total unit produksi dari aset selama masa pakainya 

 

2.2.13. Analisis kelayakan Finansial 

             Analisis kelayakan yang perlu dibahas antara lain menyangkut investasi, 

perkiraan biaya operasi pemeliharan, kebutuhan modal kerja, sumber 

pembiayaan, perkiraan pendapatan, perhitungan kriteria investasi. (Suwarno, 

2000) 
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1. Payback Period Method (PBP) 

 Metode ini adalah metode yang paling sederhana dan paling banyak 

dipakai untuk mengukur tingkat kewajaran atau kelayakan suatu investasi 

proyek. Metode ini tidak memasukkan unsur nilai waktu uang di dalam 

perhitungannya. Proyek pengembalian didefinisikan sebagai jumlah periode 

(tahun) yang diperlukan untuk menutp pengeluaran investasi yang dilakukan. 

Untuk usulan investasi yang diharapkan menghasilkan aliran kas yang jumlah 

setiap tahunnya sama, maka metode ini dapat ditetapkan secara sederhana 

dengan cara pengeluaran investasi awal dibagi oleh jumlah aliran yang masuk. 

Kondisi Break Even Point (BEP) : 

0CF)BEP(K
k

0t

t 


            (2.11) 

di mana : 

K  = Periode pengembalian 

CFt  = Cash flow periode ke t 

Jika komponen cash flow benefit dan cost nya bersifat annual, maka formulanya 

menjadi : 

waktuperiodex
benefitannual

investasi
)PBP(K           (2.12) 

Metode periode pengembalian mempunyai keuntungan tertentu, di antaranya 

mudah menghitung dan mudah dimengerti. Metode ini sangat tepat digunakan 

oleh investasi proyek yang mempunyai masa manfaat relatif pendek. Jika 

perekonomian suatu negara dalam situasi dan kondisi penerapan kebijaksanaan 

uang ketat, maka proyek dengan tingkat pengembalian pendek yang dipilih, 

sebab akan menghasilkan tingkat pengembalian investasi yang lebih besar, 

meskipun sangat tergantung pada kesediaan dana. 

2. Net Present Value (NPV) 

 Pada metode PBP tidak memperhitungkan pengaruh waktu terhadap nilai 

uang, maka pada pembahasan NPV pengaruh waktu terhadap nilai uang 

dimasukkan dalam perhitungan. Dua metode yang paling banyak dipakai untuk 

mengevaluasi manfaat ekonomis suatu usulan investasi proyek adalah metode 
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periode pengembalian dan metode rata-rata tingkat kembali tahunan, tetapi 

mempunyai beberapa kelemahan dan kesukaran sering kali timbul ketika 

dihadapkan pada investasi proyek yang dilematis. Untuk memberikan jalan 

keluar dari kelemahan kedua metode tersebut, maka diperkenankan metode nilai 

bersih sekarang (Net Present Value Method / NPV) dan tingkat kembali internal 

(Internal Rate of Return / IRR) suatu perusahaan. Untuk menetapkan metode 

nilai bersih sekarang dan metode tingkat kembali internal, maka diperlukan 

beberapa langkah : 

1) Menetapkan tarif bunga yang tepat 

Menetapkan tarif bunga (diskonto) yang tepat kelihatannya mudah, tetapi 

sebetulnya melalui proses perenungan dan pemikiran yang cukup panjang. 

Kesalahan dalam menentukan tarif bunga (diskonto) akan berakibat cukup 

serius terhadap diterima atau ditolaknya suatu usulan investasi proyek yang 

akan dilakukan. Diperlukan proses penjaringan dan perbandingan yang hati-

hati, kira-kira berapa persen suatu tarif bunga (diskonto) atau tarif diskonto 

itu dianggap layak dan wajar. Penetapan tarif bunga (diskonto) terlalu besar 

akan menyebabkan ditolaknya suatu usulan proyek. Padahal di pihak lain 

menerimanya dan mengoperasionalkannya secara berhasil. Sedangkan 

menetapkan tarif bunga (diskonto) yang terlalu rendah akan menyebabkan 

suatu usulan proyek diterima, padahal pihak lain menolaknya. Tarif bunga 

(diskonto) menggambarkan tingkat kembali minimal yang akan diterima. 

Meskipun demikian tarif bunga (diskonto) yang tepat sangat tergantung pada 

derajat ketidak pastian suatu investasi proyek serta tingkat inflasi yang 

sedang melanda suatu negeri. Karena tarif bunga merupakan tolok ukur 

ditolak atau diterimanya suatu investasi proyek, maka penetapan tarif bunga 

(diskonto) ini merupakan proses pengambilan keputusan yang paling rumit.   

2) Menghitung nilai sekarang dari aliran kas masuk bersih yang merupakan 

hasil diharapkan dari diterimanya suatu investasi proyek 

3) Menghitung nilai sekarang dari pengeluaran investasi proyek 

Pengeluaran investasi proyek yang dikeluarkan perusahaan seringkali tidak 

satu kali, melainkan beberapa kali selama periode tertentu, misal selama satu 

tahun. Karena pengeluaran kas sering kali beberapa kali, maka perlu ditarik 

ke awal periode, sehingga analisis akan dimulai dari titik awal yang sama 
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4) Mengurangkan nilai sekarang dari pengeluaran investasi proyek dari nilai 

bersih aliran kas masuk sekarang. 

Perbedaan atau selisih ini disebut dengan istilah nilai bersih sekarang (net 

present value) yang secara matematis ditulis dengan rumus sebagai berikut : 
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        (2.13) 

di mana :                                                

NPV =  Net Present Value 

CFt = arus kas pada tahun ke t 

I0      = pengeluaran awal  

k = biaya modal 

n =  umur proyek 

t = tahun ke 1,2,3, ...(waktu) 

Keputusan dapat diambil apabila NPV ≥ 0 maka proyek dapat diterima 

(menguntungkan),  sedangan apabila NPV < 0 maka proyek ditolak (tidak 

menguntungkan). Jika suatu keputusan dihadapkan pada beberapa proyek, maka 

yang akan dipilih adalah proyek yang mempunyai hasil NPV yang paling besar  

(Ibrahim, 2003). 

3.  Internal Rate of Return (IRR) 

 Di antara semua analisis investasi yang ada, analisis inilah yang paling 

sulit, akan tetapi untuk perusahaan menengah ke atas, justru analisis inilah yang 

paling banyak digunakan. Internal Rate of Return atau IRR didefinisikan 

sebagai tingkat diskonto riil yang terjadi karena adanya serangkaian aliran kas 

masuk terhadap pengeluaran awal investasi. Dengan kata lain IRR adalah 

tingkat bunga (diskonto) yang akan menyebabkan nilai bersih sekarang sama 

dengan 0 (nol), sebab jika nilai sekarang sama dengan nol, maka nilai aliran kas 

masuk sekarang akan sama dengan nilai pengeluaran awal investasi sekarang. 

Pada metode NPV tingkat bunga (diskonto) ditetapkan terlebih dahulu, maka 

pada IRR dengan adanya serangkaian aliran kas masuk dan pengeluaran 

investasi awal akan diketahui tingkat bunga (diskonto) riilnya. Keputusan 

mengenai diterima (menguntungkan) dan ditolak (tidak menguntungkan) 

investasi proyek tergantung pada berapa tingkat bunga (diskonto) yang 
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diinginkan. Jika terdapat berbagai proyek eksklusif satu dengan yang lain, maka 

yang menguntungkan adalah investasi proyek yang mempunyai tingkat bunga 

(diskonto) tertinggi. Biasanya IRR dibandingkan dengan beban modal (BM) 

yang dipilih, dimana BM = Cost of Capital / COC.  

 Sehingga suatu investasi proyek diterima (menguntungkan), jika IRR ≥ 

COC, ditolak (tidak menguntungkan) jika IRR < COC. Rumus yang digunakan 

sama dengan NPV, hanya nilai i (bunga) tidak diketahui dan perlu dicari. 

Persamaan untuk menghitung IRR adalah sebagai berikut : 
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Maka nilai IRR adalah sebagai berikut : 

)ii.(
NPVNPV

NPV
iIRR 12

21

1
1 


          (2.14) 

di mana : 

IRR=  tingkat pengembalian internal 

i1 = discount rate yang menghasilkan NPV1 

i2 = discount rate  yang menghasilkan NPV2 

 Sehingga suatu investasi proyek diterima (menguntungkan), jika IRR ≥ 

COC (Cost of Capital), ditolak (tidak menguntungkan) jika IRR < COC. 

 Jika dalam investasi proyek dilakukan dengan jalan pemilihan salah satu 

atau beberapa alternatif proyek, maka yang dipilih adalah proyek yang 

menghasilkan IRR terbesar. 

 Cara menghitung usulan investasi dengan metode IRR, dilakukan dengan 

trial and error atas tingkat bunga (diskonto) yang mendekati nilai IRR, yaitu i1 

dan i2, kemudian dengan i1 dan i2 tersebut digunakan untuk menghitung NPV1 

dan NPV2 sedapat mungkin selisih antara i1 dan i2 antara 1% sampai 5%, karena 

jika terlalu besar akan menghasilkan deviasi IRR yang semakin besar terhadap 

IRR yang sebenarnya. 

Langkah-langkah perhitungan IRR adalah sebagai berikut : 

1) Tentukan discount rate sembarang dan hitunglah nilai NPV dari investasi 

proyek yang akan dicari IRR nya  



55 

2) Bila menghasilkan NPV negatif atau NPV positif terlalu besar, maka tambah 

atau kurangi besar nilai discount rate, sehinggan menghasilkan NPV negatif 

atau NPV positif mendekati 0 (nol) 

3) Dari perhitungan NPV negatif atau NPV positif yang mendekati 0 (nol), 

kemudian bisa ditentukan i1 dan i2, misalkan i1 dianggap sebagai discount 

rate yang menghasilkan NPV1 positif, maka i2 dianggap sebagai discount rate 

yang menghasilkan NPV2 negatif 

4) Kemudian nilai NPV1, NPV2, i1 dan i2 ke dalam formula IRR, maka 

didapatkan nilai IRR investasi proyek 

4. Benefit - Cost Ratio (BCR) 

 Metode BCR seringkali digunakan dalam tahap-tahap evaluasi awal 

perencanaan investasi atau sebagai analisis tambahan dalam rangka memvalidasi 

hasil evaluasi yang telah dilakukan dengan metode lainnya. Metode BCR 

memberikan penekanan terhadap nilai perbandingan antara manfaat yang akan 

diperoleh dan biaya serta kerugian yang akan ditanggung dengan adanya 

investasi tersebut. Rumus umum BCR adalah : 





Cost

Benefit

Cost

Benefit
BCR            (2.15) 

Sehingga suatu investasi proyek layak, jika BCR ≥ 1, tidak layak jika BCR < 1. 

(Pujawan, 1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


